
BUPATITUBAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR 3, TAHUN 2016 

TENTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TUBAN, 

a. bahwa berdasarkan perhitungan appraisal terhadap 

Tunjangan P-erumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 43 Tahun 

2015 perlu menyesuaikan dengan hasil appraisal dan 

perkembangan keadaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 

pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Tunjangan 

Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Tuban dalam suatu Peraturan 

Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang N'omor-- 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286}; 



3. 

4. 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4310); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 

ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712); 



" ' I 

------

-3-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 .. tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 51041; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 0 1 Tahun 2006 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tu.ban Nomor 04 Tahun 2007 (Lembaran Daerah 

Kaoupaten Tu.ban Tahun 2006 Seri E Nomor 0IJ; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 06 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2007 Seri E 

Nomor 21); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURA1' BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban. 

2. Pemerintah Dae:rah adalah Pemerintah Kabupaten Toban. 

3. Bupati adalah Bupati Tuban. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban. 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD. 

6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai 

anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tu.ban. 

B~ Anggaran Pen.dapatan dan Belanja. Daerah selanjutnya. disebut APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

BABU 

PEMBERIAN TUNJANGAN 

Pasal 2 

f 1} Dalam hal Pemerintah Dae:rah belum dapat menyediakan :rumah jabatan 

Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan 

diberikan tunjangan perumahan. 

(2} Tunjangan peruma.han sebagaimana. dimaksud pada. a.ya.t , 1} diberikan 

dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 

pengucapan sumpah/ janji. 

(3} Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sebagai berikut 

- Ketua DPRD 

- Wakil Ketua DPRD 

- Angota DPRD 

Rp 11.000.000,00/bulan 

Rp. 9.000.000,00/bulan 

Rp. 7.000.000,00/bulan 
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(4) Pembayaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban dikenakan Pajak sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3 

Sekretaris DPRD bertanggungjawab terhadap pencairan dan penyaluran 

tunjangan perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Tuban ini terhitung mulai Bulan September 

2016. 

Pasal 5 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban 

Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban. 

Diundangkan di Tuban 

pada tanggal 29 AtuS-ru:8 2G16 

SEKRETARIS DAERAH, 

BUD~ANA 

Ditetapkan di Tuban 

H. FATHUL HODA 

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI B NOMOR 8 


